PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

P

bahwa dalam  rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang
perlu membentuk dan menata kembali Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Pontianak;

b. bahwa berdasarkan evaluasi, Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Pontianak tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan
penataan Pemerintah Daerah;

Menimbang

¢. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak;

Mengingat @ 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambarnan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4660);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4428);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
dan
BUPATI PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
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Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Pontianak.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah
Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari
Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten
kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan Peraturan Perundang — undangan.

Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak.

. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Unsur Pelayanan terhadap Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pontianak.

. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang mempunyai tugas

melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.

Lembaga Teknis Daerah adalah Unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan
menyvelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah.



it Pelaksana Texnis 222 2% Unsur Pelaksana tugas teknis Dinas dan Badan.

Kecamatan atau sebutan lain adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten.

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan
Kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

“. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam

wilayah kerja Kecamatan.

Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

.+ Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak.

Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
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I Sekretariat Daerah; 4
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Il.  Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

[1I. Dinas Daerah terdiri dari :

Dinas Pendidikan; . v

Dinas Kesehatan; a

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; ~~

Dinas Perhubungan; .

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; » L

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;,
Dinas Pekerjaan Umum; , -

Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Energi; .~ v

9. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
10. Dinas Pertanian dan Peternakan; .- .~

11. Dinas Perikanan dan Kelautan; .- v

12. Dinas Perkebunan dan Kehutanan; ' v

13. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. ./

IV. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

Inspektorat Kabupaten; (¢

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ; 7V

Badan Kepegawaian Daerah; |/

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; » .-
Badan Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal;

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa; (- -

Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana; - ..
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; « ¢

. Kantor Pelayanan Terpadu;

0. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;v v
1. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. L
V. Satuan Polisi Pamong Praja;
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V1. Kecamatan ;
VI Kelurahan.



BAB IlI
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun
kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 4, Sekretariat Daerah
menyelenggarakan fungsi :

a.
b.

[T SV )

)

Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;

Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten;

c. Bagian;

d. Sub Bagian;

¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

: Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum

pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7
.s:s:en Sekretariat Daerah terdiri dari :
Asisten ],
Asisten [
Asisten 1L
Bagian Ketiga
Asisten ]
Pasal 8

Asisten | sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, dipimpin oleh seorang Asisten yang berada
3i rawah dan bertanggung jawab kepaca Sekretaris Daerah.



21 Asisten | sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah
dalam mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di

bidang pemerintahan, pertanahan dan hukum.

Pasal 9

Untuk  menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2), Asisten I

menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang
pemerintahan yang meliputi tata pemerintahan dan pemerintahan umum;

2. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang

pertanahan yang meliputi tata guna tanah dan pengendalian pertanahan;

Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang

hukum yang meliputi peraturan perundang -undangan, dokumentasi hukum dan bantuan

hukum;

i, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(g9

Pasal 10

.+ Asisten | sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a terdiri dari :
a. Bagian Pemerintahan;
b. Bagian Pertanahan;
. Bagian Hukum.

Z' Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf ¢, dipimpin oleh seorang
Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten [.

Bagian Keempat
Bagian Pemerintahan

Pasal 11

Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas
tenyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang tata pemerintahan dan
cemerintahan umum.

Pasal 12

ot uk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Bagian Pemerintahan

ES Denylapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang tata pemerintahan;

= Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pemerintahan umum;

2 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten I sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 11, terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Pemerintahan;
5. Sub Bagian Pemerintahan Umum.

- Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
Pemerintahan.



Bagian Kelima
Bagian Pertanahan

Pasal 14

agzian Pertanahan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas

cenyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
swzluast pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang tata guna tanah dan
c<enzendalian pertanahan.

Pasal 15

-ntuk  melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Bagian Pertanahan

~enyelenggarakan fungsi :

= Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
cvaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang tata guna tanah;

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pengendalian pertanahan;

o Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten I sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 16

.+ Bagian Pertanahan sebagaimana dimaksud Pasal 14, terdiri dari :
a. Sub Bagian Tata Guna Tanah;
b. Sub Bagian Pengendalian Pertanahan.

= Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
Pertanahan.

Bagian Keenam
Bagian Hukum

Pasal 17

3:zian Hukum sebagaimana dimasud Pasal 10 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas penyiapan
Tzhan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi
cz.zxsanaan  kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang peraturan perundang-undangan,
- xu:mentasi hukum dan bantuan hukum.

Pasal 18

- ik melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17, Bagian Hukum menyelenggarakan

Ton st

:  Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang peraturan perundang-
<ndangan;

©  Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang dokumentasi hukum;

- Penylapan baban penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang bantuan hukum;

2 Pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten I sesuai dengan
tugas dan fungsinya.



Pasal 19

Bagian Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 17, terdiri dari :
a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;

b. Sub Bagian Dokumentasi Hukum;

¢. Sub Bagian Bantuan Hukum.

' Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf ¢, dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bagian Hukum.

Bagian Ketujuh
Asisten 1[I

Pasal 20

Asisten 11 sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b, dipimpin oleh seorang Asisten yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

Asisten Il sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah
dalam mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di
bidang perekonomian dan usaha daerah, kesejahteraan rakyat dan pengolahan data
elektronik

Pasal 21

Lntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2), Asisten II
menyelenggarakan fungsi :

I
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Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang
perekonomian dan usaha daerah yang meliputi bina sarana perekonomian, bina produksi dan
usaha daerah,;

Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang
kesejahteraan rakyat yang meliputi kebijakan kesejahteraan sosial, kebijakan sosial budaya,
pemuda dan olah raga serta mental spiritual;

Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang
pengolahan data elektronik yang meliputi sistem informatika dan pengolahan data;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 22

Asisten II sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b terdiri dari :
a. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah;

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;

¢. Bagian Pengolahan Data Elektronik.

Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf ¢, dipimpin oleh seorang
Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten II.

Bagian Kedelapan
Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah

Pasal 23

Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang bina sarana
perekonomian. bina produksi dan usaha daerah.



Pasal 24

_riuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 23, Bagian Perekonomian dan Usaha
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rah menyelenggarakan fungsi :

Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang bina sarana perekonomian;
Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Dacrah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang bina produksi;

Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang usaha daerah;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten II sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 23, terdiri dari :
a. Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian;

o. Sub Bagian Bina Produksi;

o. Sub Bagian Usaha Daerah.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf ¢, dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bagian Perekonomian.

Bagian Kesembilan
Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 26

1an Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf b, mempunyai

~_cz2s penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan

uasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang kebijakan kesejahteraan sosial,
:axan sosial budaya, pemuda dan olah raga serta mental spiritual.

Pasal 27

-~k melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26, Bagian Kesejahteraan Rakyat

Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
2valuasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang kebijakan kesejahteraan
sosial;

Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang kebijakan sosial budaya,
pemuda dan olah raga;

Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang mental spiritual;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten II sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Bagian Kesejahteraan Rakvat sebagaimana dimaksud Pasal 26, terdiri dari :
. Sub Bagian Kebijakan Kesejahteraan Sosial:

. Sub Bagian Kebijakan Sosial Bulayz Pemuda dan Olah Raga;

. Sub Bagian Mental Spritua..

ST Sl ]



2+ Sub Bagian sebagaimanz dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bagian Kesejahteraan Rakvat.

Bagian Kesepuluh
Bagian Pengolahan Data Elektronik

Pasal 29

3agian Pengolahan Data Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf c,
mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi,
~emantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang sistem
:nformatika dan pengolahan data.

Pasal 30

i ntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29, Bagian Pengolahan Data Elektronik

menvelenggarakan fungst :

= Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang sistem informatika;

-.  Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pengolahan data;

>, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten II sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 31

.+ Bagian Pengolahan Data Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 29, terdiri dari :
a. Sub Bagian Sistem Informatika;
b. Sub Bagian Pengolahan Data.

2+ Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
Pengolahan Data Elektronik.

Bagian Kesebelas
Asisten [II

Pasal 32

.+ Asisten III sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf ¢, dipimpin oleh seorang Asisten yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

¢ Asisten Il sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah
dalam mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di
bidang organisasi, administrasi, rumah tangga dan protokol serta humas.

Pasal 33

_ntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat 2, Asisten Il

menyelenggarakan fungsi :

z. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang
organisasi yang meliputi kelembagaan, xetatalaksanaan dan pengembangan kinerja;

~.  Pengkoordinasian perumusan Jzn fennusunan xebijakan Pemerintahan Daerah di bidang
administrasi vang melipu:t aza usenz Zan x2oezzwaian, perencanaan dan keuangan, sandi
dan telekomunikasi;




<. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang
rumah tangga dan protokol yang meliputi rumah tangga dan protokol;

3. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang

humas yang meliputi pengumpulan informasi dan pemberitaan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

(4%

Pasal 34

-1+ Asisten [II sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c, terdiri cari :
a. Bagian Organisasi,
b. Bagian Administrasi;
¢. Bagian Rumah Tangga dan Protokol;
d. Bagian Humas.

J

-1 Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten II1.

Bagian Keduabelas
Bagian Organisasi

Pasal 35

3agian Organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas penyiapan
czhan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi

relaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan
T hmembangan kinerja.

Pasal 36

Lk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 35, Bagian Organisasi

menvelenggarakan fungsi :
= Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Dacerah di bidang kelembagaan;

> Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang ketatalaksanaan;

.. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pengembangan kinerja;

. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten III sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 35, terdiri dari
a. Sub Bagian Kelembagaan;

. Sub Bagian Ketatalaksanaan;

Sub Bagian Pengembangan Kinerja.

g

(@)

Sub Bagian sebagaimana dimaksud avat (1) huruf a, huruf b dan huruf ¢, dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian vang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bagian Organisasi.



Bagian Ketigabelas
Bagian Administrasi

Pasal 38

c:oiiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
-z uast pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang tata usaha dan kepegawaian
sxretanat Daerah, perencanaan dan keuangan Sekretariat Daerah, sandi dan telekomunikasi.

s:gian Administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas

i/ 0

Pasal 39

_7wux melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 38, Bagian Administrasi

—:nvelenggarakan fungsi :

: Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang tata usaha dan kepegawaian
Sekretariat Daerah;

- Penylapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan keuangan
Sekretariat Daerah;

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
avaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang sandi dan telekomunikasi;

> Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten 1II sesuai dengan
ugas dan fungsinya.

Pasal 40

Bagian Adminstrasi sebagaimana dimaksud Pasal 38, terdiri dari :
. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

. Sub Bagian Santel.

[25 R ¢%)
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- Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf ¢, dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bagian Administrasi.

Bagian Keempatbelas
Bagian Rumah Tangga dan Protokol

Pasal 41

c<mantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang rumah tangga
-z protokol.

Pasal 42

~nwuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 41, Bagian Rumah Tangga dan

Prowkol menyelenggarakan fungsi :

= Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang rumah tangga;

> Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemeriniahan Daerah di bidang protokol,

. Pelaksanaan tugas lain vang dinerixzn clen Sexreiznis Daerah dan Asisten I1I sesuai dengan
tugas dan fungsinva.



Pasal 43

Bagian Rumah Tangga dan Protokol sebagaimana dimaksud Pasal 41 terdiri dari :
= Sub Bagian Rumah Tangga;
=. Sub Bagian Protokol.
Z  Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang

Nepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
Rumah Tangga dan Protokol.

Bagian Kelimabelas
Bagian Humas

Pasal 44

-2=:n penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi
- zxsanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pengumpulan informasi dan pemberitaan.

Pasal 45

" -:_x melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 44, Bagian Humas menyelenggarakan

- Penviapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
cvaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pengumpulan informast;

- Penviapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan
2valuasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pemberitaan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten III sesuai dengan
:ugas dan fungsinya.

Pasal 46

3agian Humas sebagaimana dimaksud Pasal 44, terdiri dari :
2. Sub Bagian Pengumpulan Informasi;
=. Sub Bagian Pemberitaan.

_  Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang
Nepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Humas.

BAB IV
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 47

serretariat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.

Z  Sexretariat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara
-exnis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan

:zcara administratif bertangzunziawzh kepaia Bupat melalui Sekretaris Daerah.




Pasal 48

Szxretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
-¢sekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan
—enyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai

s.emampuan keuangan daerah.
Pasal 49

_nizk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 48, Sekretariat DPRD

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

- Penyelenggaraan rapat-rapat anggota DPRD;

- Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 50

Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
a. Sekretaris DPRD;
o. Bagian Rapat,Risalah dan Persidangan terdiri dari :

1) Sub Bagian Rapat dan Risalah;

2) Sub Bagian Persidangan;
o. Bagilan Umum terdiri dari :

1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;

5) Sub Bagian Humas, Dokumentasi dan Perpustakaan.
d. Bagian Keuangan terdiri dari :

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

(2) Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum
pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BABV
DINAS DAERAH

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan

Pasal 51

Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 1, dipimpin oleh
scorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

- Dinas Pendidikan mempunyai tugas me.axsanaxan urusan di bidang pendidikan berdasarkan
2sas otonomi dan tugas pembantuan.



Pasal 52

X melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2), Dinas Pend1d1kan
—:nvelenggarakan fungsi :

: Démmusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;

= Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;

= Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 53

Lf)

usunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1), terdiri dari :

i

Kepala Dinas;

Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum;

2) Sub Bagian Kepegawaian;

3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Bidang Pendidikan TK dan SD terdiri dari :

1) Seksi Kurikulum, Pembinaan Kesiswaan dan Tenaga Pendidikan TK dan SD;
2) Seksi Sarana dan Prasarana TK dan SD.

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :
1) Seksi Kurikulum, Pembinaan Kesiswaan dan Tenaga Pendidikan SMP;
2) Seksi Sarana dan Prasarana SMP.

Bidang Pendidikan SMA dan SMK terdiri dari :
1) Seksi Kurikulum, Pembinaan Kesiswaan dan Tenaga Pendidikan SMA dan SMK;
2) Seksi Sarana dan Prasarana SMA dan SMK.

.. Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :
1) Seksi Pendidikan Masyarakat;
2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

n. Kelompok Jabatan Fungsional.

ry°
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FJ.
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Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada
“ampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 54

Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 2, dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

- Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kesehatan berdasarkan
zsas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 55

~..x melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (2), Dinas Kesehatan
~ cnsclenggarakan fungsi ¢
: Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan:
©  Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
Pembinaan dan pelzksanzan tugas di bidang kesehaan:
- Pelaksanaan tugas (zin »zng Siberikan oleh Bupaii sesual dengan tugas dan fungsinva.




Pasal 52

‘_‘:.u»\ melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2), Dinas Pendldlkan

= Parumusan kebljaka.n teknis di bidang pendidikan;

= Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;

. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;

2 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 53

Susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1), terdiri dari :

"

Kepala Dinas;

Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum;

2) Sub Bagian Kepegawaian;

3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

. Bidang Pendidikan TK dan SD terdiri dari :

1) Seksi Kurikulum, Pembinaan Kesiswaan dan Tenaga Pendidikan TK dan SD;
2) Seksi Sarana dan Prasarana TK dan SD.

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :
1) Seksi Kurikulum, Pembinaan Kesiswaan dan Tenaga Pendidikan SMP;
2) Seksi Sarana dan Prasarana SMP.

Bidang Pendidikan SMA dan SMK terdiri dari :
1) Seksi Kurikulum, Pembinaan Kesiswaan dan Tenaga Pendidikan SMA dan SMK;
2) Seksi Sarana dan Prasarana SMA dan SMK.

:. Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :
1) Seksi Pendidikan Masyarakat;

2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

n. Kelompok Jabatan Fungsional.

3
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- Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada
Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 54

. Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 2, dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kesehatan berdasarkan
zsas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 55

- 712X melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (2), Dinas Kesehatan
~.cnseienggarakan fungsi :
:  Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan:
- Penyelenggaraan urusan pemerinizhan dan pelasranan umum di bidang kesehatan;
“mbmaan dan pelaksanaan tugas 3 oidan s wesenzian:
Peiaksanaan tugas lain yang ditemazn tien B_r:ziisezsoa dengan tugas dan fungsinva.




Pasal 56

Susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1), terdiri dari:
Kepala Dinas; )
Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum;

2) Sub Bagian Kepegawaian;

3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

3"t

. Bidang Sarana, SDM dan Informasi Kesehatan terdiri dari :
1) Seksi Sarana dan Prasarana;
2) Seksi Pengembangan SDM Kesehatan;
3) Seksi Informasi Kesehatan.

Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
1) Seksi Pengendalian Penyakit;

2) Seksi Penyehatan Lingkungan;

3) Seksi Imunisasi dan Survailans

Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dan Farmasi terdiri dari :

1) Seksi Promosi Kesehatan;

2) Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman;

3) Seksi Peran Serta Masyarakat.

.. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Gizi terdiri dari :
1) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
2) Seksi Perlindungan dan Pemeliharaan Kesehatan;
3) Seksi Gizi.

<. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

=. Kelompok Jabatan Fungsional.

{4
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3agan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada
_ampiran [V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 57

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf
C angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
cerianggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Z Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi rmempunyai tugas melaksanakan urusan di
cidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas
~embantuan.

Pasal 58

-+ _x melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (2), Dinas Sosial, Tenaga Kerja
-2~ Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
- Pgrumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- Zenvelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja
Zan transmigrasi;
Jembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial. tenaga kerja dan transmigrast,

o Pclzksanaan tugas lain vang diberikan olen Bupat sesuai dengan tugas dan fungsinya.




Pasal 59

\u:unan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dlmaksud
Pasal 57 ayat (1), terdiri dari :

Kepala Dinas;

Sekretanat terdiri dan :

1) Sub Bagian Umum;

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

W

. Bidang Sosial terdiri dari :
1) Seksi Kesejahteraan Sosial,
2) Seksi Bimbingan Sosial.

fa.

Bidang Transmigrasi, Latihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :
1) Seksi Transmigrasi,

2) Seksi Latihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;

3) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.

. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja terdiri dari :
1) Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
2) Seksi Hubungan Pengawasan Ketenagakerjaan.

. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

[47)

Bagan susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana
dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak
erpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Perhubungan

Pasal 60

Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 4, dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perhubungan
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 61

uk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (2), Dinas Perhubungan

Perumusan kebuakan teknis di bidang perhubungan dan telekomunikasi;

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan dan
:2lekomunikasi;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan dan telekomunikasi;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 62

usunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (1), terdiri
fari:
. Kepala Dinas;

(/)

[OW

"n. Sekretariat terdiri dari

1") Sub Bagian Umum:
21 Sub Bagian Perencarzzn 2z Ne_zmzzn



. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari :
1) Seksi Angkutan Jalan;
2) Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan.

(@]

2. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
1) Seksi Pembangunan;
2) Seksi Pemeliharaan.

[

. Bidang Angkutan Perairan, Udara dan Telekomunikasi terdiri dari :
1) Seksi Angkutan Sungai dan Penyeberangan,;
2) Seksi Angkutan Laut, Udara dan Telekomunikasi.

. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum
rada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 63

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C
angka 5, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab
xepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang
»ependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 64

. ~7-x melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2), Dinas Kependudukan dan

- :z2z1an Sipil menyelenggarakan fungsi :

»  Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;

- Penvelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan
catatan sipil;

:  Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil;

- P:laksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 65

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 63
znat (1), terdiri dari :
= Kepala Dinas;
>. Sekretariat terdiri dari :
11 Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

.. Bidang Administrasi Kependudukan terdiri dari :
1) Seksi Pendaftaran Penduduk;
2) Seksi Data dan Informasi Kependudukan.
- Bidang Catatan Sipil terdin dari :
1) Seksi Pelayanan Akta;
2+ Seksi Penvimpanan dan Perubahan.
2 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

.. Kelompok Jabatan Fungzsional.




Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud
avat (1) tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 66

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat
(2) huruf C angka 6, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan
urusan di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan.

Pasal 67

“muk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (2), Dinas Pariwisata,
Nzbudayaan, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :

Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata,
kebudayaan, pemuda dan olah raga ;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 68

- Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana

dimaksud Pasal 66 ayat (1), terdiri dari :
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari :
1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

(]

Bidang Pariwisata terdiri dari :
1) Seksi Pengembangan dan Promosi Pariwisata;
2) Scksi Bina Usaha Pariwisata.

Bidang Kebudayaan;
1) Seksi Pengembangan Seni Budaya;
2) Seksi Pembinaan dan Pemeliharaan Tempat Bersejarah.

FL
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Bidang Pemuda dan Olah Raga;
1) Seksi Kepemudaan;
2) Seksi Olah Raga.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
Kelompok Jabatan Fungsional.

£

Bagan susunan organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang
;;dak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Bagian Ketujuh
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 69

7+ Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 7, dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

2+ Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pekerjaan umum
vang meliputi bina marga, cipta karya, sumber daya air, kebersihan dan pertamanan
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

)

Pasal 70

_ntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (2), Dinas Pekerjaan Umum
~envelenggarakan fungsi :
= Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
-~ Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum,;
. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum;
2. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 71

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (1), terdiri
dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat terdiri dart :
1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Kepegawaian;
3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Bidang Bina Marga terdiri dari :
1) Seksi Pembangunan;
2) Seksi Pemeliharaan.
d. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
1) Seksi Perumahan dan Permukiman;
2) Seksi Tata Kota dan Bangunan.
Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :
1) Seksi Irigasi dan Air Baku;
2) Seksi Pengembangan Daerah Rawa dan Pantai.

(4"

.. Bidang Kebersihan dan Pertamanan terdiri dan :

1) Seksi Kebersihan;

2) Seksi Pertamanan.
<. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
n. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1)
rercantum pada Lampiran IX dan merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.



Bagian Kedelapan
Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Energi

Pasal 72

Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf
C angka 8, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
tertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan di
bidang perindustrian, pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi dan tugas
rembantuan.

Pasal 73

"-:ux melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (2), Dinas Perindustrian,
- zm2mbangan dan Energi menyelenggarakan fungsi :

Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, pertambangan dan energi;
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian,
nertambangan dan energi;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, pertambangan dan energi,
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 74

Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud
Pasal 72 ayat (1), terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
o. Sekretariat terdiri dari :
1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
:. Bidang Industri terdiri dari :
1) Seksi Industri Kecil;
2) Seksi Industri Menengah dan Besar.
2. Bidang Pertambangan dan Energi terdiri dari :
1) Seksi Pertambangan Umum;
2) Seksi Energi.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
7 Kelompok Jabatan Fungsional.
Bzgan susunan organisasi Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Energi sebagaimana

Zimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 75

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud Pasal 2
avai (2) huruf C angka 9, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
Sertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan

crusan di bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro. kecil dan menengah berdasarkan asas



Pasal 76

miuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (2), Dinas Perdagangan

N<perasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan
menengah;

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan,
xoperasi,usaha mikro, kecil dan menengah;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan
menengah;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 77

Susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana
dimaksud Pasal 75 ayat (1), terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

0. Sekretariat terdiri dari :
1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

¢. Bidang Perdagangan terdiri dari :
1) Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Pembinaan Pasar;
2) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen;

J. Bidang Koperasi terdiri dari :

1) Seksi Bina Usaha dan Permodalan Koperasi;

2) Seksi Kelembagaan;

Bidang Usaha Kecil, Menengah dan Promosi terdiri dari :

1) Seksi Bina Usaha dan Promosi;

2) Seksi Permodalan Usaha Kecil dan Menengah;

. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran XI dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(a7

Bagian Kesepuluh
Dinas Pertanian dan Peternakan

Pasal 78

Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 10,
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pertanian
dan peternakan yang meliputi tanaman pangan, holtikultura, peternakan dan kesehatan
hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 79

-~k melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (2), Dinas Pertanian dan

J2iernakan menyelenggarakan fungsi



Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan peternakan;

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan
peternakan;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian dan peternakan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 80

+ Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 78

avat (1), terdiri dari :
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari :
1) Sub Bagian Umum,;
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

¢. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari :
1) Seksi Produksi Pangan;
2) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
3) Seksi Kelembagaan Petani Pangan.

d. Bidang Tanaman Holtikultura terdiri dari:
1) Seksi Produksi Holtikultura;
2) Seksi Perlindungan Tanaman Holtikultura;
3) Seksi Kelembagaan Petani Holtikultura.
¢. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
1) Sekst Produksi Peternakan;
2) Seksi Kesehatan Hewan;
3) Seksi Kelembagaan Petani Ternak.
f.  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1)
tercantum pada Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Perikanan dan Kelautan

Pasal 81

.+ Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 11,

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

+ Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perikanan

dan kelautan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 82

Lnwk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (2), Dinas Perikanan dan
x¢lautan menyelenggarakan fungsi :

3
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Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan;

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan dan
kelautan ;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan dan kelautan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 83

Susunan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (1),
wexdin dari : ;
= Kepala Dinas;
= Sekretariat terdiri dari :

=+ Sub Bagian Umum;

>+ Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
¢ Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :

-+ Seksi Produksi Perikanan Tangkap;

=1 Seksi Bina Usaha Perikanan Tangkap.
= Bidang Perikanan Budi Daya terdiri dari :

i1 Seksi Produksi Perikanan Budi Daya;

=1 Seksi Bina Usaha Perikanan Budi Daya.

: Bidang Pengembangan Pesisir dan Kelautan terdiri dari :
I+ Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir;
2+ Seksi Sumber Daya Kelautan.
_nit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

Nelompok Jabatan Fungsional.

a1t

S2g2n susunan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud ayat (1)
-zr2zntum pada Lampiran X111 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
—z2rah ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 84

- 725 Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 12,
. z:mpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
= _rzti melalui Sekretaris Daerah.

—:n2s Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang
:rxebunan dan kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 85

"~ meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (2), Dinas Perkebunan dan

«.z” .22n2n menyelenggarakan fungsi :

-erimusan kebijakan teknis di bidang perkebunan dan kehutanan;

-inrelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan dan
< im.lanan;

-:moinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perkebunan dan kehutanan;

- 2.2«32naan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 86

*f.man organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat
.. terdin dari :
= ~z2pala Dinas;
- Sexretariat terdiri dari :
Sub Bagian Umum;
-~ Sub Bagian Perencanaan dzn Nz_zmzin



(@]

Bidang Perkebunan terdiri dari :

1) Seksi Produksi Perkebunan;

2) Seksi Bina Usaha Perkebunan;

3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.

d. Bidang Kehutanan terdiri dari :
1) Seksi Produksi dan Usaha Kehutanan;
2) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
3) Seksi Penataan dan Pengembangan Kawasan.
. Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :
1) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
2) Seksi Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

<
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Bagan susunan organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1)
tercantum pada Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 87

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2
ayat (2) huruf C angka 13, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1),
mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan
aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 88

- miik melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (2), Dinas Pendapatan,
-:rzelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset
daerah;

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan
aset daerah;

Pclaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 89

Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana
dimaksud Pasal 87 ayat (1), terdiri dari :
z. Kepala Dinas;
=. Sekretariat terdiri dari :
1) Sub Bagian Umum;
1) Sub Bagian Kepegawaian;
3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
Bidang Pendapatan terdin Ja
1) Seksi Pajak Daeran:
2) Seksi Retribusi dan Per i~ o 7
v Scekst Dana Perimbar zzn



d. Bidang Anggaran dan Penatausahaan terdiri dari :
1) Seksi Anggaran;
2) Seksi Penatausahaan I;
3) Seksi Penatausahaan II.
¢. Bidang Aset Daerah terdiri dari :
1) Seksi Analisa Kebutuhan;
2) Seksi Inventarisasi;
3) Seksi Penghapusan.

f. Bidang Akuntansi terdiri dari :
1) Seksi Pembukuan Pendapatan;
2) Seksi Pembukuan Pengeluaran;
3) Seksi Pelaporan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran XV dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 90

-+ Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban

kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh
Camat.

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksunakan sebagian kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau
beberapa Kecamatan.

- Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok

jabatan fungsional.

BAB VI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu
Inspektorat Kabupaten

Pasal 91

Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D angka 1, dipimpin
oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada
Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan
sembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan
Jesa.

. miuk melaksanakan tugas sebazzimzanz Zimzisoi Paszl 91 avat (2), Inspektorat Kabupaten
~:nyelenggarakan fungsi
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Perencanaan program pengawasan;

Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 93

!+ Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 91 ayat (1), terdiri

dari :
a. Inspektur;

b. Sekretariat terdiri dari :
1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

¢. Inspektur Pembantu Wilayah I;
1) Seksi Pengawasan Bidang Pembangunan;
2) Seksi Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
1)} Seksi Pengawasan Bidang Pembangunan;
2) Seksi Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

«w

Inspektur Pembantu Wilayah I1I;
1) Seksi Pengawasan Bidang Pembangunan;
2) Secksi Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

t. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum
pada Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

inl

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 94

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D
zngka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab
<epada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3adan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai
.2as melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
~embangunan daerah, statistik, bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 95

..« melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (2), Badan Perencanaan

-z~ -angunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

Perumusan  kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik,
~enelitian dan pengembangan;

Zengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan
~engembangan;

Zembinaan dan pelaksanaan tugzs & -idang perencanaan pembangunan daerah, statistik,
senelitian dan pengembangar;

Zelaksanaan tugas lain vang ditemixan T.2x 3oz sesual dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 96

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
Pasal 94 ayat (1), terdiri dari : ;
a. Kepala Badan,;
. Sekretariat terdiri dari
1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

¢. Bidang Ekonomi terdiri dari :
1) Sub Bidang Ekonomi I;
2) Sub Bidang Ekonomi II.

Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
1) Sub Bidang Pendidikan, Agama dan Kesehatan;
2) Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial.

.(14

[47)

Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang terdiri dari :

1) Sub Bidang Fisik dan Prasarana;

2) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

i. Bidang Pengendalian, Statistik dan Litbang terdiri dari :
1) Sub Bidang Pengendalian;

2) Sub Bidang Statistik dan Litbang,

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
avat (1) tercantum pada Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
2eraturan Daerah ini.

o R § O

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 97

Szdan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D angka 3,
Zipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Supati melalui Sekretaris Daerah.

Sadan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas
meiaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian
Zzerah.

Pasal 98

1« melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (2), Badan Kepegawaian

-:n menyelenggarakan fungsi :

“erumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan kepegawaian daerah;

“emberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian
Zz2rah;

“embinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah;

-2.2ksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 99

>.sunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (1),
2rdin dart ;



)

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat terdiri dari :
1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Bidang Pengadaan, Mutasi dan Kepangkatan Pegawai terdiri dari :
1) Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai;
2) Sub Bidang Kepangkatan Pegawai.
d. Bidang Pembinaan, Pensiun dan Informasi Pegawai terdiri dari :
1) Sub Bidang Pembinaan Disiplin, Kesejahteraan dan Pensiun Pegawai;
2) Sub Bidang Informasi Pegawai.

e. Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan Aparatur terdiri dari :
1) Sub Bidang Pendidikan Reguler, Penjenjangan dan Teknis Fungsional;
2) Sub Bidang Jabatan Struktural dan Fungsional.

f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud ayat(l)

tercantum pada Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pasal 100

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud
Pasal 2 ayat (2) huruf D angka 4, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud
ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 101

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (2), Badan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

(G2

Perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyuluhan
pertanian, perikanan dan kehutanan;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan
kehutanan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 102

Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (1), terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat terdiri dari :
1)  Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

¢. Bidang Programa dan Intormasi Penyuluhan terdiri dari :
1) Sub Bidang Programa Penyuluhan;

21 Sub Bidang Informeasi 2zn Pengembangan SDM Penvuluhan:
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Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan Penyuluhan terdiri dari :
1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan;

2) Sub Bidang Kemitraan Penyuluhan.

f.  Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);

¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

~

Bagan susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran XIX dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Badan Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal

Pasal 103

Badan Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2)
huruf D angka 5, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat (1),
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
ketahanan pangan dan penanaman modal.

Pasal 104

"“r:uk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 103 ayat (2), Badan Ketahanan Pangan

222 Penanaman Modal menyelenggarakan fungst :

Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penanaman modal,

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan
nangan dan penanaman modal;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan penanaman modal;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 105

Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal sebagaimana
dimaksud Pasal 103 ayat (1), terdiri dari :

Kepala Badan;

Sekretariat terdiri dari :

3) Sub Bagian Umum;

4) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

[@ Il #¥]

.. Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :
1) Sub Bidang Ketersediaan;
2) Sub Bidang Distribusi dan Konsumsi.

Z. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
1) Sub Bidang Promosi dan Kerjasama;
2) Sub Bidang Investasi.

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB):
Kelompok Jabatan Fungsional.

v, Uy

3zgan susunan organisasi Badan Ketzhanarn Pangan dan Penanaman Modal sebagaimana
Zimaksud avat (1) tercantum pzdz “ampiran XX dan merupakan bagian yang tidak

- seahl- 4 AR ra s Sarskh e
‘erpisahkan dari Peraturan Daarzh oo



Bagian Keenam
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa

Pasal 106

.1 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D angka 6, dipimpin oleh
seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

2y Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Pasal 107

“ntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (2), Badan Keluarga
3erencana, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
~enyelenggarakan fungsi :

:  Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan,
pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

-. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan,
pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

2 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 108

.+ Susunan organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1), terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat terdiri dari :
1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
1) Sub Bidang Pembinaan Keluarga Berencana;
2) Sub Bidang Keluarga Sejahtera.

d. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
1) Sub Bidang Peranan Perempuan;
2) Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
1) Sub Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat;
2) Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna.

f. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :

1) Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa;

2) Sub Bidang Sumber Daya dan Pendapatan Desa.
Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);

Kelompok Jabatan Fungsional.

(¢4



- Bagan susunan organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan,
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)
:ercantum pada Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratur
Daerah ini. ;

Bagian Ketujuh
Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Pasal 109

Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud Pasal 2
zvat (2) huruf D angka 7, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan
certanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- 3Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1),
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
.ingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Pasal 110

. =12k melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 109 ayat (2), Badan Lingkungan Hidup
=z~ Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :
Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup
dan penanggulangan bencana;
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan penanggulangan
pencana;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 111

Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana sebagaimana
dimaksud Pasal 109 ayat (1), terdiri dari :
a. Kepala Badan;
0. Sekretariat terdiri dari :
1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
<. Bidang Amdal dan Penaatan Hukum Lingkungan terdiri dari :
1) Sub Bidang Amdal dan Sertifikasi;
2) Sub Bidang Penaatan Hukum Lingkungan.
d. Bidang Pengendalian Lingkungan terdiri dari :
1) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran;
2) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi.

L

Bidang Penanggulangan Bencana terdiri dari :
1) Sub Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
2) Sub Bidang Paska Bencana.

f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
Kelompok Jabatan Fungsional.

e

Bagan susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran XXII dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Bagian Kedelapan
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 112

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D
angka 8, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan
arsip daerah.

Pasal 113

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2), Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi :

[V

Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentast;

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan,
arsip dan dukumentasi;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 114

Susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud Pasal
112 ayat (1), terdiri dari :

Kepala Kantor;

Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Pelayanan dan Informasi Perpustakaan;

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;

Seksi Arsip;

. Kelompok Jabatan Fungsional.

™o o o

Bagan susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud
ayat (1) tercantum pada Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Kantor Pelayanan Terpadu

Pasal 115

. Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D angka 9,

dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

> Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perizinan secara
terpadu dengan prinsip koordinast. integrasi, sinkronisasi, simflikasi dan keamanan.

Pusal 116

" nuk melaksanakan tugas set:zzziman: Zimaxsud Pasal 115 ayat (2), Kantor Pelayanan
“¢radu menyvelenggarakan runzs



<, Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab kepada atasan masing-ma sing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

th

) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan.

5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib
disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.

) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam
rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat
berkala.

BAB XII
KETENTUAN LAIN — LAIN

Pasal 153

1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

' Bupati melalui satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi melakukan
pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi Perangkat Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 154

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang
merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah
Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

. Peraturan pelaksanaan dan atau penyesuaian atas Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-
lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 155

= .:: saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang
“:mhentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran
= »zrah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 156
- .. - hal vang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
- :=zenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

2
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Peryvusunan prograT Nanios Pzlavanan Terpadu;

22 w}elenggaraap periZinan:

P2laksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;

Pelaksanaan administrast pelayanan pcrumdn

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perizinan,

Pclaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 117

«

«.z7ala Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai kewenangan menandatangani periiiném atas
-~z dan dengan pendelegasian dari Bupati. ’

N

Pasal 118

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud Pasal 115 ayat (1),
terdiri dart :

Kepala Kantor;

Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Pelayanan Perizinan;

Seksi Pelayanan Non Perizinan; ¥

Seksi Pengendalian, Pengaduan Masyarakat dan Informasi;

Kelompok Jabatan Fungsional.

— 0o a0 o

. Bagan susunan organisasi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1)

tercantum pada Lampiran XXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

~ Bagian Kesepuluh
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 119

1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat

(2) huruf D angka 10, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1),

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Pasal 120

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 119 ayat (2), Kantor Kesatuan Bangsa
dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

3
fe

b.

(@]

Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa,
politik dan perlindungan masyarakat,

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan
masyarakat;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 121

/1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ~sebagaimana

dimaksud Pasal 119 ayat (1), terdiri dart :
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;



Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik;
Seksi Perlindungan Masvarakat;
Nelompok Jabatan Fungsional.

_ z:xzzn susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
227 3_a1mana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran XXV dan merupakan bagian yang
Zzx terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah

Pasal 122

-..7ah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat
z '*‘uruf D angka 11, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan
sanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

_mah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah sebagaimana dimaksud ayat (1),
—z=punyal tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
—z zvanan kesehatan.

Pasal 123

. melaksanakan tugas sebagimana dimaksud Pasal 122 ayat (2), Rumah Sakit Umum
S Dokter Rubini Mempawah menyelenggarakan fungsi :
- z-zmusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
=:mberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan
. zsehatan,
- —r:cmaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan;
. = zksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 124

~_sunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah sebagaimana
- —2ksud Pasal 122 ayat (1), terdiri dari :
. Oirektur;
- 3Bzagian Tata Usaha terdirni dari;
Sub Bagian Umum;

2+ Sub Bagian Kepegawaian;

>+ Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

3:dang Pelayanan terdiri dari :

+ Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Darurat;

-

2 Seksi Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Intensif.
> 3idang Penunjang terdiri dari :
51 Seksi Penunjang Medik;
<. Seksi Penunjang Non Medik.
- 3idang Pengendalian terdiri dari :
i Seksi Sistem Informasi dan Humas;
2. Seksi Rekam Medis, Audit Klinik. Akreditasi dan Litbang.

N2lompok Jabatan Fungsional.

. T:Zin osusunan organisasi Ru"ﬂ” Saxit Urmum Daerah Dokter Rubini Mempawah
-z7zzaimana dimaksud avat i) tercantum palz Lampiran XXVI dan merupakan bagian
REShRS! midak terpisahkan dar Peraiirzan Deerzn o




Bagian Keduabelas
Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 125

(1) Unit Pelaksana Teknis Badan dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban
kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh
Camat.

t3) Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unit Pelaksana Teknis tertentu yang mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, yang
mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

t4) Unit Pelaksana Badan terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan
fungsional.

BAB VII
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 126

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan
pertangungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 127

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman
Zan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau ketentuan
Jaerah lainnya.

Pasal 128

- ntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 127, Satuan Polisi Pamong Praja

miempunyai fungsi :

z. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau ketentuan daerah lainnya;

- Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
di daerah;

Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau ketentuan
daerah lainnya;

- Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan
aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) dan/atau aparatur lainnya;

< Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan
Bupati dan/atau ketentuan dacrah lainnva:

Pelaksanaan tugas lain vang diterikzr oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya



Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 129
Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud Pasal 127 terdiri

N
Kepala ;
. Sub Bagian Tata Usaha ;
Seksi Operasi dan Pengendalian;
Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
Seksi Pembinaan Personil dan Kesamaptaan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
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. Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud ayat (1)
-ercantum pada Lampiran XXVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 130

- _- Bagian Tata Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada Pasal 129
..z 1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
--~znggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 131

<:.s nada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada Pasal 129 ayat (1) huruf c,
- -7 d dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung
: -~ z> kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VIII
KECAMATAN DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu
Kecamatan
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 132

«_z2zmatan merupakan wilayah kerja Camat, sebagai perangkat daerah Kabupaten dipimpin oleh
_ 2=zt vang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 133

“:~3 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
= _-z7 untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 134

<: 2:n tugas sebagaimana dimaksud Pasal 133, Camat juga menyelenggarakan tugas umum

-~ 2vintahan meliputi :

. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
“engkoordinasikan upaya penvelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
“fengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang - undangan;

- Mengkoordinasikan pemeiiharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
Mengkoordinasinan nenrelenzgaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan:



“{embina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan-atau Kelurahan;
. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang
~elum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 135

Susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 132 terdiri dari :
Camat ;

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum,;

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Seksi Pemerintahan;

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,;

Seksi Kemasyarakatan;

7 Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

=. Kelompok Jabatan Fungsional.

3agan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada
_ampiran XXVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Pasal 136

<:.-etariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
- --ang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat

Pasal 137

‘:.s sebagaimana dimaksud pada Pasal 135 ayat (1) huruf churuf d, huruf e dan huruf f,

: -.mpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Pasal 138

- .- Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 135 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 dipimpin
.~ seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat
~ = z'ui Sekretaris Kecamatan.

Bagian Ketiga
Kelurahan
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 139

«_- _rahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten yang dipimpin oleh
_-:= vang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 140

_urah mempunyal tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan

<emasyarakatan.
- Salain melaksanakan tugis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah juga melaksanakan
rusan pemeriniehan »ang dilimpahkan oleh Bupat.



Pasal 141

- :.2m melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 140, Lurah mempunyai fungsi
. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan;

Pemberdayaan masyarakat;

Pelavanan masyarakat;
- Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 142

| ", Susunan organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 139 terdiri dari :
a. Lurah;

b. Sekretariat Kelurahan;

c. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Kemasyarakatan;

e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.

) Bagan susunan organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada
Lampiran XXIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 143

skretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung] awab kepada Lurah.

S
N

Pasal 144

Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) huruf ¢, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

BAB IX
ESELON PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Eselon Perangkat Daerah

Pasal 145

* Jabatan struktura!l eselon Il.a, yaitu Sekretaris Daerah.
>y Jabatan struktural eselon I1.b, terdiri dari :

. Asisten;

. Sekretaris DPRD;

. Kepala Dinas;

. Kepala Badan;

. Inspektur;

jo0]
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3y Jabatan struktural eselon [
. Kepala Kantor:

. Camat;

. Kepala Bagian:

. Sekretaris pada Dinzs. Z21im mereaiinal I r.spexiur Pembantu:

O Direktur Ruman Szer Umam Coletin i o

o

e e]

[¢]



i

fabatan struktural eselon II1.b, terdiri dari :

a. Kepala Bidang pada Dinas dan Badan;

o. Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah;
. Sekretaris Camat.

Jabatan struktural eselon IV .a, terdiri dari :

a. Lurah;

Kepala Seksi;

Kepala Sub Bagian;

Kepala Sub Bidang;

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan.

=

o n o

Jabatan struktural eselon IV.b, terdiri dari :

a. Sekretaris Kelurahan;

b. Kepala Seksi pada Kelurahan;

. Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis;
. Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan;

. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan.

. €

[¢"]

Jabatan struktural eselon V.a, terdini dari :
2. Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
2. Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah.

Bagtan Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 146

Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan
Xeahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

xelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Nelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan
Zitetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Nelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
Zitunjuk.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

‘enis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan
ceraturan perundang-undangan.

~clompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundangan-
=ndangan.

BAB X
STAF AHLI

Pasal 147

Supat dalam melaksanaxan twgasnyva dapat dibantu staf ahli.

staf Ahl diangkat dan dirernenixzn t.2h Burpat dan Pegawail Negeri Sipil.



Pasal 148

Xwar Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah
sesual dengan bidang tugasnya. )

Pasal 149

-+ Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon Il b.

i/

}

o

. Staf Ahli berada dan bertanggung jawab kepada Bupati dan dalam pelaksanaan tugasnya

secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Hubungan kerja Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan
koordinasi.

Pasal 150 SR

27 Ahli terdiri dari : R

Staf Ahli bidang Hukum;

Staf Ahli bidang Pemerintahan;

Staf Ahli bidang Pembangunan;,

Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 151

T -as Staf Ahli sesuai bidang adalah :

Staf Ahli bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum.

Staf Ahli bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai
pemerintahan.

Staf Ahli bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenal
pembangunan.

Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Dayva Manusia mempunyai tugas
memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai
ckonomi dan keuangan.

BAB XI
TATA KERJA

Pasal 152

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan
fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah
Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-
masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila
:erjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan
~eraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan satuan orgenisast bertangeung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
hawahan masing-masing dan memtenxan timdingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
~awahan.



Pasal 157

“:-aturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

i - _zr setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
; - :~empatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di  Mempawah
pada tanggal 24 -4-2008

BUPATI PONTIANAK,
ttd
AGUS SALIM

~-.ndangkan di Mempawah
-zlatanggal  25-4-2008

{EKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK,
Ttd
SUNARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2008 NOMOR 1

Salinan sgsuai dengan aslinya
Kepala Baglan Hukum
; N gkqpaten Pontianak,

A\
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PONTIANAK

UMUM

Ketentuan dalam Pasal 120 ayat ( 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Perangkat Daerah Kabupaten terdiri atas
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan. Ketentuan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 128 ayat (2) yang
menetapkan bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
dengan memperhatikan faktor — faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 pada prinsipnya memberikan arah dan
pedoman dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplikasi serta komunikasi antara pusat dan daerah.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaannya di Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 02
Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Pontianak perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
dengan melaksanakan penataan kembali kelembagaannya.

Dalam penataan kelembagaan, besaran organisasi perangkat daerah,
mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang harus
diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah
kepadatan penduduk, potensi daerah yang berkaitan dengan arusan yang ditangani, sarana dan
prasarana penunjang tugas.

Penataan kelembagaan ini juga dimaksudkan dalam rangka merumuskan Analisis
Jabatan dan Fungsi dari lembaga — lembaga yang baru dibentuk sesuai dengan kewenangan
yang dimiliki serta sebagai upaya pemberdayaan Perangkat Daerah otonom sehingga pada
akhirnya Daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

2asal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

4
Cukup jelas
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Cukup jelas
24
Cukup jelas
25
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Cukup jelas
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Cukup jelas
29
Cukup jelas
30
Cukup jelas
31
Cukup jelas
32
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Cukup jelas
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Cukup jelas
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Cukup jelas
59
Cukup jelas
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Cukup jelas
62
Cukup jelas
63
Cukup jelas
64
Cukup jelas
65
Cukup jelas
66
Cukup jelas
67
Cukup jelas
68
Cukup jelas
69
Cukup jelas
70
Cukup jelas
71
Cukup jelas
72
Cukup jelas
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Cukup jelas
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Cukup jelas
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Cukup jelas
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Cukup jelas
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Cukup jelas
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Pasal 80

Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Dalam rangka efisiensi, jabatan Kepala Puskesmas (sebagai Kepala Unit
Pelaksana Teknis) tidak harus dijabat oleh pejabat struktural dan tugas
fungsinya dapat dilaksanakan oleh tenaga fungsional.

Ayat (3)

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Dinas
adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung
berhubungan dengan pelayanan masyarakat, sedangkan teknis penunjang
adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi
induknya.
Ayat (4)

Dalam rangka efisiensi, jabatan Kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah
Kejuruan, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum

tidak harus dijabat olch pejabat struktural dan tugas fungsinya dapat
dilaksanakan oleh tenaga fungsional.

Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92

Cukup jeias
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Cukup jelas
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Cukup jelas
9S

Cukup jelas
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Cukup jelas
97

Cukup jelas
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Cukup jelas
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Cukup jelas
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Cukup jelas
101

Cukup jelas
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Cukup jelas
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Cukup jelas
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Cukup jelas
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Cukup jelas
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Cukup jelas
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Cukup jelas
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Cukup jelas
109

Cukup jelas
110

Cukup jelas
111

Cukup jeizs
112

Cunup 2ozs



! Pasal 113

Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Badan
adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung

berhubungan dengan pelayanan masyarakat, sedangkan teknis penunjang
adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi
induknya.

Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 126
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Cukup jelas
128
Cukup jelas
129
Cukup jelas
130
Cukup jelas
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Cukup jelas
132
Cukup jelas
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Cukup jelas
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Cukup jelas
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Cukup jelas
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Cukup jelas
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Cukup jelas
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Cukup jelas
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Cukup jelas
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Cukup jelas
144

Cukup jelas
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145
Cukup jelas
146
Cukup jelas
147
Cukup jelas
148
Cukup jelas
149
Cukup jelas
150
Cukup jelas
151
Cukup jelas
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Cukup jelas
153
Cukup jelas
154
Cukup jelas
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Cukup jelas
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Cukup jelas
157
Cukup jelas
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PEMERINTAHAN PERTANAHAN HUKUM DAN USAHA RAKYAT DATA ORGANISASI ADMINISTRASI TANGGA DAN HUMAS
DAERAH ELEKTRONIK PROTOKOL
] | — 1 ] ] 1 ] 1T J ]
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
IR HACIAN SUB BAGIAN | | PERATURAN SUB BAGIAN KEBLIAKAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
TATA TATA GUNA TANAH PERUNDANG - & BINA SARANA KESEJAHTERAAN SISTEM KELEMBAGAAN TATA USAHA DAN RUMAH 1 PENGUMPULAN
. || - - - o R
LML RINTAHAN UNDANGAN PEREKONOMIAN SOSIAL INFORMATIKA - KEPEGAWAIAN TANGGA INFORMAS!
SUB BAGIAN

SR HAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN .

FEMERINTAHAN | PENGENDALIAN DOKUMENTAS! etsei T PENGOLAHAN KETATALAKSA- PERENCANAAN DAN SP%BO?Q?('QF p?::;:’:::llf\\x y
UMUM PERTANAHAN HUKUM u - ' ] DATA B NAAN I KEUANGAN 1
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TAMEIEATL T P REATUIRAN DAL RAH KABUPATE N PONTIANAK
NOMOR 1 TAHUN 2008
TANGGAL  © 24 April 2008
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
[ i
BAGIAN
ot 5,
DAN PERSIDANGAN
S | R | R {
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
RAPAT DAN TATA USAHA DAN PERENCANAAN DAN
RISALAH KEPEGAWAIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN PERLENGKAPAN PE;%%ECS&ASAN
PERSIDANGAN DAN RUMAH PELAPCRAN
TANGGA ’
SUB BAGIAN
HUMAS,
DOKUMENTASI DAN
PERPUSTAKAAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25 April 2008
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TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS! PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN
KEPALA
l ]
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
. ] 1
[ T 1
— SUB BAGIAN SUB BAGIAN e A N
F— UMUM KEPEGAWAIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
| S T T ]
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENDIDIKAN TK PENDIDIKAN SEKOLAH PENDIDIKAN SMA DAN PENDIDIKAN LUAR
DAN SD MENENGAH PERTAMA SMK SEKOLAH
SEKS) SEKS) SEKSI
b KURIKULUM. RURIKULUM. KURIKULUM, i CEKS
PEMBINAAN PEMBINAAN PEMBINAAN PI:\;‘;" ! N
KESISWAAN DAN KESISWAAN DAN KESISWAAN DAN Ve DIDIRAN
FENAGA PENDIDIKAN TENAGA PENDIDIKAN TENAGA PENDIDIKAN MASYARARAT
TR DANSD SMP SMA DAN SMK
SEKSI N SEKSI L -
SEKS 3
SARANA DAN gAR’\l\l'\/:ll)A\' SARANA DAN p[:wl)”;ikb\jv AN AW
PRASARANA TK PR \%&f;AN \ \"\”) PRASARANA SMA DAN e '\1l\‘.r\;\,‘\¥\
DAN SD ASARANA > SMK ISIA DINY
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TANGGAL 24 Aprit 2008
TENTANG . PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASE PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN

KEPALA
]
SEKRETARIAT
|
I I ] . |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN PERE%%E:Z‘\’?{“DAN
UMUM KEPEGAWAIAN \
1 | - KEUANGAN
B ] ] |
I
SDANG BIDAF\GP . BIDANG BIDANG
S ARANA. SOV DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BINA KESEHATAN SELAYANAN KESEHATAN
N7 ORMAS] KESEHATAN DAN PENYEHATAN MASYARAKAT DAN DAN GIZI 1
o LINGKLUNGAN FARMASI
- , 1 7
[ sexs l‘ SEKS! SEKSI SEKS!
| SARANA DAN PENGENDALIAN PROMOS! KESEHATAN IBU DAN
 PRASARANA PENYAKIT KESEHATAN ANAK
""" o ] SEKS!
SEKSI SEKS! SEKS! .
- PENGEMBANGAN PENYEHATAN FARMASI. MAXKANAN PLE;T?S:S‘:SAJ%AN
SDM KESEHATAN LINGKUNGAN CAN MINUMAN eEraTan
-
SEKSI SEKSI SEKS! ,
L] NFORMASI IMUNISAS! DAN PERAN SERTA L Sg;?
KESEHATAN SURVAILANS MASYARAKAT
UPTD
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NOMOR .V TAHUN 2008
TANGGAL : 24 April 2008
TENTANG . PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KEPALA
[ ]
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
i
f 1
SUB BAGIAN
suB
PERENCANAAN DAN
BAGIAN UMUM KEUANGAN
L ) 1
BIDANG BIDANG
BIDANG TRANSMIGRASI LATIHAN DAN| | HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
SOSIAL PENEMPATAN TENAGA KERJA PENGAWASAN TENAGA
KERIA
P —
SEKS!
SEKSIH SEKSI
HUBUNGAN INDUSTRIAL
KESEJAHTERAAN SOSIAL TRANSMIGRASI DAN PERSYARATAN KERUA
SEKSI
L SEKSI
SEKSI LATIHAN DAN
, HUBUNGAN PENGAWASAN
BIMBINGAN SOSIAL PRODUKT;‘;’;;S TENAGA KETENAGAKERJAAN
SEKS!
PENEMPATAN TENAGA
KERJA DAN PERLUASAN
KERJA
Diundangkan di Mempawah UPTD
pada tanggal 25 April 2008
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710 TTD

AGUS SALIM




AN

Cp T LUIEATE D A e At NN RN R RPN S

NOMOIR | FAHUN 2008
ANGGAL 24 Apnl 2008
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAST PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
STRUKTUR ORGANISASH
DINAS PERHUBUNGAN
KEPALA
L 1
KELOMPOK JABATA
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
- = [ 1
SUB BAGIAN
(AN
SUB BAGIA PERENCANAAN DAN
UMUM
KEUANGAN
I 1 1
BIDANG BIDANG BIDANG
LALULINTAS DAN ENGKUTAN PERAIRAN, UDARA
CARAN :
ANGKUTAN JALAN SARANA DAN PRASARANA DAN TELEKOMUNIKASI
S 1 1
SEKS]
SEKS! SEKSI
- PR ANGKUTAN SUNGAI DAN
ANGKUTAN JALAN PEMBANGUNAN CENYEBERANGAN
L SEKS! SEKSI SEKS!
KESELAMATAN CEMELIHARAAN ANGKUTAN LAUT, UDARA
LALU LINTAS JALAN DAN TELEKOMUNIKAS!
UPTD
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NOMOR .1 TAHUN 2008
TANGGAL : 24 Aprit 2008
TENTANG | PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KEPALA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
[
[ —]
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
[ ]
BIDANG
BIDANG
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL
T — ]
SEKSI
SEKSI
L PENDAFTARAN
PENDUDUK PELAYANAN AKTA
SEKSH SEKSI
L— DATA DAN INFORMASI PENYIMPANAN DAN
KEPENDUDUKAN PERUBAHAN
l UPTD [
Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25 April 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK BUPATI PONTIANAK
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NOMOR 1 TAHUN 2003
TANGGAL : 24 April 2008
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPALA
[ ]
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
t
[ R
SUB BAGIAN Ps}l{rB BAGIAN -
UMUM PERENCANAAN
4 DAN KEUANGAN
[ 1 1
BIDANG BIDANG BIDANG
PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA
S T
SEKS] ' SEKS
s . SERSE SEKSI
PENGEMBANGAN DAN PENGEMBANGAN T KEPEMUDAAN
PROMOS! PARIWISATA SENI BUDAYA A
SEKSI
SEKSI PEMBINAAN DAN - SEKSI
BINA USAHA PEMELIHARAAN OLAH RAG
PARIWISATA TEMPAT 4 A
BERSEJARAH
L UPTD
Diundangkan di Mempawah BUPATI PONTIANAK
pada tanggal 25 Aprii 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK D
TTD AGUS SALIM
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HEMONE 1 IANUN oo
TANGGA 24 April 2008

TENTANC | PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
STRUKTUR ORGANISAS!
DINAS PEKERJAAN UMUM
KEPALA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
[ |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN JES@&"&N
, 7 - - . iNg
UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
[ I I ]
BIDANG BIDANG S MBIEQNDG A CED i‘gmg
BINA MARGA CIPTA KARYA UMBER DA EBERSIHAN DAN
AIR PERTAMANAN
I | I | R |
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKS!
) ) PERUMAHAN DAN IRIGAST DAN AIR | ;
PEMBANGUNAN PERMUKIMAN BAKU KEBERSIHAN
SEKSH
SEKSI
SEKSI oo PENGEMBANGAN SEKSI
PEMELIHARAAN TA;:I:‘COJY\?;;AN DAERAH RAWA T 1 PERTAMANAN
’ DAN PANTAI
UPTD
Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25 April 2008 BUPATI PONTIANAK
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FE BRATURAN DAL RAH KABUPATEN PONTIANAK

I AMETIRAN X
NOMOR 1 TAHUN 2008
TANGGAL 24 April 2008
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS! PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERG!
KEPALA
| |
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
[ i
SUB BAGIAN R SUB BAGIAN
UMUM PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
[ 1
. BIDANG
lggﬁg& PERTAMBANGAN DAN
ENERGI
- SEKSI
SEKSI . !
M INDUSTRIKECIL PERTAMBANGAN

UMUM

SEKSI SEKSI

~—INDUSTRI MENENGAH FN'ER(“l

DAN BESAR - !

UPTD
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pada tanggal 25 April 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK o
T
S SUNARTO AGUS SALIM
LEMBWN’@Z\ERAWCA PATEN PONTIANAK
& \\
s

@) N
2LV 4 [P
>~ ‘/'A“! ///
\\\\‘_‘::/



(R TN

FANGUAL

(AR TN RS ITITEY
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TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
| KEPALA ]
]
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
1
[ 1
. SUB BAGIAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
UMUNM . N
KEUANGAN
I T 1
! BIDANG
BIDANG BIDANG USAHA KECIL.
PERDAGANGAN KOPERASI MENENGAH DAN
PROMQSI
R | 1
SEKSI SEKSI
! s fre . SEKSI
~ BINAUSAHA BINAUSAHA DAN BINA USAHA DAN
PERDAGANGAN DAN PERMODALAN PROMOSI
PEMBINAAN PASAR KOPERASH S
SEKSI SEKSH
PENGAWASAN DAN SEKS) PERMODALAN
PERLINDUNGAN KELEMBAGAAN USAHA KECH. DAN
KONSUMEN MENENGAH

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25 April 2008
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FAMEEARD XL L RATUIRAN DAT RAH KABUPPATE N PONTIANAK

NOMOR © 1 TAHUN 2008
TANGGAL . 24 April 2008
TENTANG © PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS! PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

SUB BAGIAN

PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

KEPALA
|
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
I
[ ]
SUB BAGIAN
UMUM
[ 1 ]
31IDA
BIDANG FANAMIAN PETERNARAN DAN
TANAMAN PANGAN ’ ! o :
’ 6 HOLTIKULTURA KESWAN
| S | N |
L] SEKSE pgsoig\fql\»g; T ka)lri\uS !I(S!
PRODUKSE PANGAN HOLTIKULTURA PETERNAKAN
SEKSI
_— SEKSI L] SEKSI
- DUNGAN
PERLINDUNGAN PI‘?_‘;'S?\L';S“ KESEHATAN
ANAMAN PANGAN WAN
TANAMAN PANGAN HOLTIRULTURA HEWAN
. SEKSI
SEKSI _ o SEKSI
KELEMBAGAAN *\EL[F;‘E‘TB;\\‘;""’“\ KELEMBAGAAN
I PA N ETANT TERNS
PETANI PANGA HOLTIKULTURA PETANI TERNAK
L UPTD
Diundangkan di Mempawah BUPATI PONTIANAK

pada tanggal 25 April 2008
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NOMOR . 1 TAHUN 2008

TANGGAL : 24 April 2008
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS! PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

KEPALA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
[ 1
SUB BAGIAN
SU?.S:J(;:AN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
BIDANG
BIDANG
BIDANG . PENGEMBANGAN
PERIKANAN BUDI
PERIKANAN TANGKAP E D\;\: ut PESISIR DAN
! KELAUTAN
S S
SEKSH PR?%S}I(S( SEKSI
PRODUKS! PERIKANAN 1 PERIKANAN BUDI 1 PENGEMBANGAN
TANGKAP DAYA WILAYAH PESISIR
SEKSI BINSEE%\H SEKS!
BINA USAHA PERIKANAN L PER]KA 5\, A L1 SUMBER DAYA
TANGKAP ANAN BUDI KELAUTAN
DAYA
l UPTD l
Diundangkan di Mempawah BUPATI PONTIANAK
pada tanggal 25 April 2008 TTD
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NOMOR 1 TAHUN 2008
TANGGAL 24 Aprif 2008
TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS!I PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

KEPALA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
S SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
Uisuﬁ PERENCANAAN DAN
] ' KEUANGAN
BIDANG
BIDANG BIDANG PERLINDUNGAN TANAMAN
PERKEBUNAN KEHUTANAN PERKEBUNAN DAN
L KEHUTANAN
R | A |
SEKS! SEXS! SEKS!
1 1 PRODUKSI DAN USAHA PERLINDUNGAN TANAMAN
BEAM i
PRODUASI PERKEBUNAN KEHUTANAN PERKEBUNAN
SEKS! SEKSI SEKS:
BINA USAHA L REHABILITAS HUTAN DAN PENGAMANAN DAN
PERKEBUNAN LAHAN PEREDARAN HASIL HUTAN
SEKSI SEKS
PENGOLAHAN DAN L] PENATAAN DAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

PEMASARAN HASIL

TTD
SUNARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
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FENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASE PERANGKA T DALRAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISAS!
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPALA
KEL OMPOK JABATAN .
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN ,
UMUM KEPEGAWAIAN PERENCANQA% DAN
T KEUANGA
BIDANG N Ggfé‘;‘hfo o BIDANG BIDANG
_ PENDAPATAN SENATAUSAHAAN ASET DAERAH AKUNTANSI
3 o 1 1 |
SEKSI SEKSI SEKS! SEKS!
PAJAK DAERAH ANGGARAN - ANALISA KEBUTUHAN PEMBUKUAN
I PENDAPATAN
T
SEKS! SEKSI
|1 RETRIBUSIDAN SEKSI SEKSI PEMBUKUAN
PENDAPATAN DAERAH PENATAUSAHAAN | INVENTARISAS! PENGELUARAN
LAINNYA
SEKSI SEKS SEKSH SEKS!
L DANA PERIMBANGAN PENATAUSAHAAN I PENGHAPUSAN PELAPORAN
L UPTD J
Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25 April 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK BUPATI pONTIANAK
D D

SUNARTO
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LAMPIRAN XVIEPLRATURAN DALRAH KABUPATEN PONTANAK

NOMOR : 1 TAHUN 2008
TANGGAL 24 April 2008
TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS] PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

INSPEKTUR
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
]
[ ] 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
SUB BAGIAN .
UMUM PERENCANAAN DAN EVALUASI DAN
' KEUANGAN PELAPORAN
INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I WILAYAH I WILAYAH lil
] 1 1]
SEKSI SEKSI SEKSI
PENGAWASAN BIDANG PENGAWASAN BIDANG PENGAWASAN BIDANG
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
SEKSI SEKS! SEKSI
PENGAWASAN BIDANG PENGAWASAN BIDANG PENGAWASAN BIDANG
PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN DAN
KEMASYARAKATAN KEMASYARAKATAN KEMASYARAKATAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25 April 2008
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NOMOR © 1 TAHUN 2008
TANGGAL 24 April 2008
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS! PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEPALA
r ]
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
[ 1
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
U UMUM PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
I ] I ]
BIDANG BIDANG
BIDANG BIDANG
, FISIK, PRASARANA DAN PENGENDALIAN, STATISTIK
EKONOMI SOSIAL BUDAYA TATA RUANG ' DAN LITBANG
1] R | ] I |
SUB BIDANG SUB BIDANG
SUB BIDANG SUB BIDANG
] PENDIDIKAN, AGAMA FISIK DAN L
EKONOMI | DAN KESEHATAN PRASARANA PENGENDALIAN
SUB BIDANG ) ‘
L | SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN SUB BIDANG : SUB BIDANG
EKONOMI 11 CESEJAHTERAAN TATA RUANG DAN STATISTIK DAN
LINGKUNGAN HIDUP LITBANG
SOSIAL
UPTB

Diundangkan di Mempawah

pada tanggal 25 April 2008
SEKRETAR!IS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

D
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‘ AGUS SALIM
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tAMIUIHAN XVIHPE RATURAN DAL RAH KABUPATEN PPONTANAK

NOMOR o1 TAHUN 2008
TANGGAL 24 Aprit 2008

TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS] PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KEPALA
[ 1
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
]
[ 1
SUB BAGIAN
Al
SU%S‘U(P\SA!AN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
[ I 1
BIDANG BIDANG BIDANG
PENGADAAN, MUTAS!, PEMBINAAN, PENSIUN DAN PENGEMBANGAN DAN
KEPANGKATAN PEGAWAI INFORMAS! PEGAWAI PENDAYAGUNAAN APARATUR
IR | R | S |
L S mOnG — penman oispL | enoiDwaN REGULER
PENGAD??SA[‘);: MUTASI KESEJAHTERAAN DAN PENJENJANGAN DAN TEK.NIS
PENSIUN PEGAWA! FUNGSIONAL
SUB BIDANG
SUB BIDANG L | SUB BIDANG L
JABATAN STRUKTURAL DAN
| L\
KEPANGKATAN PEGAWA! NFORMAS! PEGAWA FUNGSIONAL
Diundangkan di Mempawah
pada tanggat 25 April 2008 UuPTB
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

o
SUNARTO
PATEN PONTIANAK

BUPATI PONTIANAK
TTD
AGUS SALIM




I A R L A T I T N R B I N O N I B R e B I e R L I R R L R R ]

NOMOR 1 TAHUN 2008

TANGG/ 24 April 2008
TENTAN PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS! PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

KEPALA
|
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
1
. |
\ SUB BAGIAN
SUES;?J(;AN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
I 1
BIDANG BIDANG
PROGRAMA DAN INFORMASH SARANA, PRASARANA DAN
PENYULUHAN KEMITRAAN PENYULUHAN
U | 1
. SUB BIDANG
SUB BIDANG
. SARANA DAN PRASARANA
PROGRAMA PENYULUHAN PENYULUHAN
SUB BIDANG
INFORMASI DAN SUB BIDANG
PENGEMBANGAN SDM KEMITRAAN PENYULUHAN
PENYULUH
[ UPTB |
Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25 April 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
© BUPATI PONTIANAK
TID
e SUNARTO LY
LEMBRRAN /DAERAHKARUPATEN PONTIANAK AGUS SALIM

TAHoR 2608 NOMORI,
Salinan sesu\atiiglé\Qiz‘gan aslinya

; ~;,,.§§?Q§_ HUKUM

N AN ,
Nt



LAME AT A2 B0 AT UIRATE 280 DAL FARBUIE AL I T LA
NOMOR : 1 TAHUN 2008
TANGGAL 24 April 2008

TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISAS!
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENANAMAN MODAL

KEPALA
[ 1
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL ‘ SEKRETARIAT
]
|
SUB BAGIAN
SU%SC;‘AN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
L 1
BIDANG BIDANG
- KETAHANAN PANGAN PENANAMAN MODAL
7 1
SUB BIDANG SUB BIDANG
KETERSEDIAAN PROMOS! DAN
KERJASAMA
SUB BIDANG SUB BIDANG
DISTRIBUSI DAN INVESTASI
KONSUMSI
UPTB
Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25 April 2008 BUPATI PONTIANAK
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TTD
TTD
o SUNARTO AGUS SALIM

BRPATEN PONTIANAK




LAMPIRAN XXIX PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR o1 TAHUN 2008
TANGGAL . 24 April 2008
TENTANG . PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS! PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISAS!

KELURAHAN
LURAH
SEKRETARIAT
KELOMPOK KELURAHAN
JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI
PEMESFEI:%\HAN KEMAS?E\T&KATAN EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25 April 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK BUPATI PONTIANAK
T
| TITTIN. | SUNARTO D
LEM%RA@DXE&A&K@B&MEN PONTIANAK AGUS SALIM

TARUN:2008 NOMOR 1.




LAMPIRAN XXViI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR : 1 TAHUN 2008
TANGGAL 24 April 2008
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS! PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KEPALA
KEL(F)MSSSK'&J;;%TAN SUB BAGIAN
U TATA USAHA

| I

SEKSI PENEGAKEE};S;RAT RAN SEKS
OPERASI DAN DAERAH DAN P%RAT?HAN PEMBINAAN PERSONIL
PENGENDALIAN BUPAT! ' DAN KESEMAPTAAN

Diundangkan di Mempawah

padatanggal 25 April 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK BUPATI PONTIANAK

— D
AGUS SALIM
SUNARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2008 NOMOR T
Salinan sesug.- an aslinya
KEPALA BAGIANHUKUM
SEKRETARIAT DAE ﬁj(A EN PONTIANAK




LAMPIRAN XXVIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR © 1 TAHUN 2008
TANGGAL - 24 April 2008
TENTANG . PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN
CAMAT
| ]
| SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN g KECAMATAN
FUNGSIONAL 5 i
g [ ]
§ SUB BAGIAN SUB BAGIAN
:. UMUM PERENCANAAN DAN
! KEUANGAN
SEKS! ; SEKSI
SEKSI : SEKSI
KETENTRAMAN DAN ; EKONOM! DAN
PEMERINTAHAN KETERTIBAN UMUM ; KEMASYARAKATAN PEMBANGUNAN

I ]

DESA ] KELURAHAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25 April 2008 BUPAT!I PONTIANAK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
170

AGUS SALIM




LAMEPITRAN AXE R RATUIRAN DAELIRAH KABUPFATLEN PPONTIANAK

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

1 TAHUN 2008

24 Aprit 2008
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS! PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

KEPALA
L 1l
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
1
{ 1
SUB BAGIAN
8 BAGIAN
SUUMU?; PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
- I I ]
BIDANG BIDANG PEM;‘EDRAS"A%AAN BIDANG
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEMERINTAHAN DESA
RENC RD u AT EMERINT s
S——— —
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PEMBINAAN KELUARGA PERANAN PEREMPUAN KELEMBAGAAN DAN TATA PEMERINTAHAN
BERENCANA PELATIHAN MASYARAKAT DESA
SUB BIDANG USAHA
SUB BIDANG SUB BIDANG

‘e Luigg f'S[)E‘:':gTE " KESEJAHTERAAN DAN Eiﬂ?%gﬁggﬁggﬁ SUMBER DAYA DAN
PERLINDUNGAN ANAK ) GUNA PENDAPATAN DESA

‘ UpPTB I

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

el TID
77070 T SUNARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TAHUN 2008 NOMOR 1 .°
Uo7 salinan sesu 'dgr‘i_g n aslinya
" KEPALA JAGIAN

. SEKRETARIAT DAERAH KAB(IP,

BUPAT! PONTIANAK

AGUS SALIM




LAARAL G2 b L 2 = E L bars DV B8t HEA S B U AN L E I OT i bAaR

NOMOR -1 TAHUN 2008
TANGGAL : 24 Aprit 2008
TENTANG © PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS!I PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA

| KEPALA ]
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL ' SEKRETARIAT
T
l !
SUB BAGIAN . SUB BAGIAN
UMUM ERENCANAAN DAN
KEUANGAN
[ I |
AI\?II)DA:NDGAN BIDANG BIDANG
PENAATAN HUKUM PENGENDALIAN PENANGGULANGAN
e e LINGKUNGAN BENCANA
LINGKUNGAN
T T |
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
AMDAL DAN PENGENDALIAN PENCEGAHAN DAN
SERTIFIKASI PENCEMARAN PENANGGULANGAN
BENCANA
SUB BIDANG SUB BIDANG
PENAATAN PENGENDALIAN SUB BIDANG
HUKUM KERUSAKAN DAN PASKA BENCANA
LINGKUNGAN KONSERVASH

! UurPTB l

Diundangkan di Mempawah

pada tanggal 25 April 2008 BUPATI PONTIANAK
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK D
7o AGUS SALIM
SUNARTO

o

LEMBARARDRERARIABUPATEN PONTIANAK
2008 -HONIQR I

N,

/

ﬁ{iﬂ(%iﬁ&htm

——

e

—




LAMPIRAN XXl PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR o1 TAHUN 2008
TANGGAL 24 April 2008
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS! PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA

[ KEPALA *J

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL l SEKRETARIAT
[ I |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
| T ]
PENAATAN HUKUM PENGENDALIAN PENANGGULANGAN
- : LINGKUNGAN BENCANA
LINGKUNGAN
1 R
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
AMDAL DAN PENGENDALIAN PENCEGAHAN DAN
SERTIFIKAST PENCEMARAN PENANGGULANGAN
BENCANA
SUB BIDANG SUB BIDANG
PENAATAN PENGENDALIAN SUB BIDANG
HUKUM KERUSAKAN DAN PASKA BENCANA
LINGKUNGAN KONSERVAS!

I UurPTB l

Diundangkan di Mempawah
BUPATI PONTIANAK

pada tanggal 25 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK S,
o AGUS SALIM
SUNARTO
LEM tﬁ&}ﬁ;}ﬁt—;ﬁiﬁn«@upmm PONTIANAK
(2008 NONIOR N



LAMPIRAN XXill PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

1 TAHUN 2008
24 April 2008

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

KEPALA
KEL(F’L"J"Sgg éﬁiﬁ”” SUB BAGIAN
TATA USAHA
SEKS! SEKS
PELAYANAN DAN PEMBINAAN DAN SEKSI
INFORMAS! PENGEMBANGAN ARSIP
PERPUSTAKAAN PERPUSTAKAAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

17D

SUNARTO

LEMBARAN-DAERAR KABUPATEN PONTIANAK

TAHY. f'\-2_(jb831\io&ao'\gii\\.‘
e Satinan égsu\' ~

1

an aslinya
Sl AGIAN HUKUM
{ - SEKRETARIAT DAEHAH KABUPATEN PONTIANAK

BUPATI PONTIANAK
o

AGUS SALIM




LAMPIRAN XXIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR : 1 TAHUN 2008
TANGGAL 24 April 2008
TENTANG - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN TERPADU

KEPALA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SUB BAGIAN
TATA USAHA

L l

SEKSI
o P e "PENGADUAN
PELAYANAN PERIZINAN PELAYANAN NON PERIZINAN MASYARAKAT DAN
INFORMASI

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
BUPATI PONTIANAK

TID
SUNARTO TID
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
: AGUS SALIM

TAHUN 2008 NOMOR 1/
Salinan sesugi'dengan aslinya

KEPALA AGlAryHUKUM
SEKRETARIAT DAEAH KABUBATEN PONTIANAK




LAMPIRAN XXV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR : 1 TAHUN 2008
TANGGAL o 24 April 2008
TENTANG o PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS! Pt RANGKAT DAERAH KABUPATE N PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KEPALA
KELOMPOK JABATAN SUB BAGIAN
FUNGSIONAL TATA USAHA
SEKSI
Bk SEKSI
B’/\\*\‘L{\S}){;‘;JN PERLINDUNGAN
1 o .
MASYARAKAT
POLITIK A
Liundangkan di Mempawah
pada tanggal 25 Aprit 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK BUPATI PONTIANAK
TTD 0
SUNARTO

AGUS SALIM




LAMPIRAN XXVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 1 TAHUN 2008

TANGGAL : 24 April 2008
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH

DIREKTUR
— 1
KELOMPOK JABATAN BAGIAN TATA
FUNGSIONAL USAHA
[ 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM KEPEGAWAIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
[ 1
BIDANG BIDANG BIDANG
PELAYANAN PENUNJANG PENGENDALIAN
I | ] |
SEKSI e SEKSI
PELAYANAN RAWAT JALAN|  F— SISTEM INFORMAS! DAN
NJA {
DAN RAWAT DARURAT PENUNJANG MEDIK HUMAS
SEKSI
SEKS
SEKS! REKAM MEDIS, AUDIT
PELAYANAN RAWAT INAP | - '
e | PENUNJANG NON MEDIK KLINIK, ?ﬁf;i[;léASl DAN

Diundangkan di Mempawah

pada tanggal 25 April 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK BUPATI PONTIANAK
TTD

SIS AGUS SALIM
LEMBARAN:DAERAH KAB
TAHUN'2D08 NOMOR 1

: "'»'\'Safinansesu’ dapge



